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Petani Ikan)

Bangli (Bali Post) - meningkatkan kesegjahteraan ompok berdean hukum tidak

- Petani ikan di Bangli kecewa, mereka. i .~ diberikan,” katanya. Wania me-
menyusul tak bisa cairnya ban- Jika bantuan tak|bisa dicair- nilai, ada indikasi Dinas P2
tuan Pengembangan Usaha Mina kan lantaran penefima harus melakukan penolakan terhadap
Mandiri (PUMM) dari pemer- berbadanhukum,iapengatakan bantuanyang diberikan pemerin-
intah pusat lantaran terbentur halitu menimbulkan kekecewaan  tah pusat tahun 2015 ini. Hanya
Undang-undang (UU) Nomor 23 dari sejumlah peta n'l “Petani saja penolakan tersebut disam-
tahun 2014 tentang penerima sangat kecewa dengan hal ini. paikan secara halus. “Waktu ini
hibah harus berbadan hukum Padahal bantuan jit sangat kamidengar, Dinas P2 mengaku

\

E

Indonesia. diharapkan,” kata Disam- meminta saran kepada pemerin-
Padahal, dana itu sangat di- paikan pihaknya j o

harapkan untuk menunjang dengan sikap Dinas
perkembangan pertaniannya. dan Perikanan (P2) Bj
Wakil masyarakat kelompok nya, sosialiasasi UU
pembudi daya perikanan Bangli tidak serius.

I Ketut Wania, Rabu (21/10) ke- “Sosialiasasi ha
marin menjelaskan bantuan itu pada undang-unda
sangat diharapkan oleh petani lakukan. Tapi ter 4
ikan. Sebab dianggap mampu juklak-juknis pembe

b

ernakan tahun 2016. Jadinya 2015 kan
tidak ada. Itu kan mengindikasi-
gap kan penolakan,” paparnya.
Wakil masyarakat kelompok
Ui terbatas pembudi daya perikanan Bangli
"' u diber- lainnya, Ketut Metu Kamajaya
dengan juga menyampaikan hal yang
fukan kel- serupa. Jika pemerintah daerah

l' kecewa tah pusat. Hibah ini digeser ke
f

T W

serius ingin meningkatkan kese- ‘Départemen Perikanan be-
jahteraan petani, tentunya hal ini ‘
harus disikapi dan disosiliasasi-
kan secara serius dan mendalam.
“Kalau sosialiasi harus secara
total. Tidak seperti sekarang,
masih banyak yang tidak jelas,”
katanya.

Menanggapi persoalan itu,
Kepala Dinas P2 I Wayan Sukar-
tana mengakui pihaknya belum
bisa mencairkan bantuan terse-
but lantaran terganjal UU 23 aki{ 1 tidak dapat bantuan,”
tahun 2014. Meskipun demikian, tegphsaya. Ditambahkan mantan
sampai saat ini pihaknya terus Kep '1 Badan Lingkungan Hidup
berkoordinasi dengan Departe- Bangli ini, pihaknya juga tidak
men Perikanan. Hanya saja me ukan pembiaran terhadap
informasi yang diterima masih lan yang saat ini menye-

daan. Kalau menolak, kita

abu-abu. petani. (kmb45)
] Joo '}
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‘Ini pekerjaan be-
lum mulai, sudah
dihentikan. Bagi
‘kami ini sangat:
memalukan, dan
ini langkah yang
‘sangat keliru, lang-
kah Satpol PP itu
tidak profesional,’
(Dewan Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali y

Kewenangan Pemkab Bule-
leng dalam menyikapi rencana
pembangunan dermaga curah
cair oleh Pelindo I11 di Pelabuhan

Celukan Bawang, Kecamatan
Gerogak, timbulkan pro *ontra
dan berbagai reaksi.

DPRD Buleleng menilai, kabu-
paten tidak pantas mencampuri
rencana pembangunan tersebut,
karena tidak punya kewenangan.
Langkah Sat Pol PP dalam mem- -
beri teguran kepada Pelindo 111
dianggap salah kaprah. Lembaga
DPRD Buleleng melalui Komisi I,
langsung ke lokasi pembangunan
di Pelabuhan Celukan Bawang,
Rabu (21/10) pagi, atau sehari
setelah Satpol PP beri peringatan
keras terhadap pihak Pelindo,
karena pembangunan tersebut

Bawang, kemarin.

DEWAN ‘Buleleng saat siJia' ke proyek dermaga curah Cellukan

dianggap belum kantongj,
dari kabupaten. ‘

Komisi Il yang turun dipim
oleh Ketua Komisi, Putu Man

Budiasa bersama anggotanya

Made Sudiarta. Mangku Bugi

menyebut, kehadirannya ke
lokasi proyek untuk cross ch? k
tian

terkait dengan pengher

pembangunan dermaga curah

cair tersebut. Namun, Komi

menilai langkah yang dilak{ik

Satpol PP merupakan tind
yang keliru. !

Masalahnya, sesuai amanat

Undang-Undang 23 tahun 201 )

kabupaten/kota tak punya

kewenangan mengatur wilh

pantai dan laut. “Jadi apa dagarn-
ya? Ini pekerjaan belum mfu‘l'ii,
ani

sudah dihentikan. Bagi K i

ini sangat memalukan, dan ini

. langkah yang sangat keliru, bagi

kami langkah Satpol PP itu tidak
profesional,” kata dia.

Namun, berbeda dengan tang-
gapan LSM. Badan Pengawas
LSM Jari Simpul Buleleng, Wayan
Purnamek justru menilai langkah
Satpol PP menghentikan se-
mentara proyek dermaga curah
cair itu merupakan tindakan
yang tepat.

Disebutkan; dalam UU No 17
tahun 2008 tentang pelayaran,
setiap pembangunan dan hal
lainnya di kawasan pelabuhan,
harus berdasarkan rencana in-
duk pelabuhan. Selain itu, harys

ada pula kajian analisis dampak.

lingkungan (amdal) pelabuhan,
UKL/UPL,; serta rekomendasi

dari Kesyahbandaran dan Otorita
Pelabuhan (KSOP).. ‘
Purnamek pun menanyakan
apakah proyek tersebut su-
dah mengantongi rekomendasi
dari KSOP. “Sudahkah ada reko-
mendasi dari KSOP? Sudahkah
ada Amdalnya? Jangan seenak
udelnya. Apa sih kontribusi un-
tuk Buleleng. Sapol PP tegas saja,
kalau perlu segel saja. Pemban-
gunan itu tidak boleh arogan.
Meskipun ini proyek pusat, ka- *
bupaten harus tahu. Kalau nanti
adamasalah, yang dicari per;L}ma
itu bukan orang pusat, tapi orang
kabupaten,” kata Purnamek. -
Sementara itu, GM Pelindo I11
Cabang Celukan Bawang, Dewa
Adi Kumarajaya mengatakan,
pembangunan dermaga curah
cair itu bukan proyek bodong.
Karena masalah perizinan itu
dari Kementerian Perhubungan,
dalam hal ini Direktoraf Jenderal
Perhubungan Laut. “Setahu kami,
aturan itu mengenai lingkungan
hidup itu kami penuhi. Sudah ada
penetapan dari Gubernur Bali.
Kami sesuaikan pembangunan
dengan RIP yang diajukan. Kami
tidak bodong,” tegasnya. .
Seperti diberitakan sebel-
umnya, Polisi Pamong Praja Bule-

‘leng menghentikan sementara

proyek dermaga curah cair di
kawasan Pelabuhan Celukan
Bawang. Ditengarai proyek terse-
but belum melengkapi perizinan
yang dibutuhkan. & k19
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Kasu

Tiga Saksi Kompak Sebut

KONFRONTIR - Sejumlah saksi yak g

(pem
dikon,

wa uang) serta Paramarta (s
ntir dengan sejumlah terd

BNP2TKI

Dodik Terima Rp 1,5 Miliar

Bali Post/'wan

Dodik (pencar"i tanah), Trusti Priyo Sambodo
aku pemilik lahan tanah) dihadapkan dan
a yakni Ketua KPA BNP2 PJTKI I Wayan

Pageh dan Priyo Aji Santoso (bersakisi) di depan persidangan dalam agenda sidang
kantorBNP,2 PJTKI Denpasar, Rabu (21/10)

dugaan korupsi pengadaan lahan ta §
0

kemarin, di Pengadilan Tipikor, Jal

Tantular, Renon.

Denpasar (Bali Post) -
_Peranan Wahyudi Ma
Dodik selaky staf khusus
Kepala BNP2TKT Djumhur Hi-
dayat, posisinya makin terpojok
dgl._am sidang di Pengadilan
Tlplkog' Denpasar, Raby (21/10)
kemarin, &
'~ Sebelumnya, ‘Kabareskrim
Mabes Polri Anang Iskandar
menyebutkan bahwa jika me-
mang terbukti dalam persidan.
gan, pihaknya langsung akan
menetapkan yang bersangku-
tan sebagai tersangka.

adalah Trusdy Prio Sambodo,
Nyoman Paramatha (status
tersangka di Polda Bali) dan
terdakwa Prio Adi Santoso.
Mereka dikonfrotir dengan sak-
si Dodik. Semua saksi di depan
persidangan memastikan uang
Rp 1,56 miliar masuk ke Dodik.
Karena Dodik ngotot menge-
lak, ketiga hakim yakni Edward
Harris Sinaga, Dewa Suardita
dan Nurbaya Goal sempat
berang, dan meminta supaya
tidak mengacaukan sidang.
Paramarta dalam kesaksian-
nya mengatakan pada Jumat
25 November 2013 memang
datang ke Hotel Inna Grand
Bali Beach, bertemu Dodik
dan dia bersama Trusdy dan

tidak md erima uang di hotel
ti_!m.ama al; Ba]j_, Sebagalmgna
disampa !!-,‘  tiga saksi. “Biar-
terdakwal Prio diminta memﬁk
uang. Hakim pun kemudian

siapa yang menyu-

gatakan
kesaksian

menjawa

sekali tidaik a
Hakin k

51 menyebut bahwa
¢rierima Rp 1,5 miliar
7-up pengadaan tanah
. Walau
aIg

tiga saksi

uang, namun Dodik

antah bahwa dirinya

kan saja tidak ngaku. Kan su-
dah dicatat oleh panitera. Jaksa
tolong perhitungkan saksi ini,”
perintah ketua majelis hakim
Edward Harris Sinaga.

Makin terangnya peranan
orang lain yang bebas dari bidi- .
kan Mabes Polri, ketika majelis
hakim melakukan konfrontir
dalam sidang di Pengadilan
Tipikor kemarin, justru ditemu-
kan adanya pengakuan yang
amat gamblang. Saksi yang
dihadirkan untuk konfrontir

odik. Begitu juga
sdy dengan polos

an Dodik dan saksi

jutkan kronologi setelah yang
ditarik Rp 750 juta di BNI.
Uang itu diserahkan ke Dodik
di Inna Bali Beach, yang me-
nyerahkan Prio dan Trusdy.
Bahkan usai menyerahkan
uang, Trusdy dan Dodik sholat
Jumat bersama di hotel.

'Kembali ditanya, Prio dan

Trusdy, terkait penyerahan
uang dan memastikan sudah
pindah ke tangan Dodik, bah-
kan tas ransel Trusdy yang
berisi uang juga diserahkan
dan belakangan dikembali-
kan. Walau pengakuan ini
berulang-ulang disebutkan
saksidan hakim, namun Dodik
tetap kekeh membantahnya.
(kmb37)
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Qperasmnal

Mangupura (Bali Post) - |

sional Terminal Tipe A

Desember 2015. Alhasil,
kembali menganggark n
tersebut.

Kepala Dlshublnt:oko
I Wayan Weda Dharma
ini mengatakan, dirinya
kembali memasang ang-
garan untuk operasional
terminal sebesar Rp 2 miliar,
“Awalnya memang sudah
tidak kami anggarkan lagi
untuk operasional Termi-
nal Mengwi. Tetapi den-
gan adanya peraturan baru
ini, kembali kami poskan
anggaran operasional pa a
RAPBD Induk tahun 2016,
kata Weda Dharmaja, belum
lama ini.

Menurut Weda Dharm-
aja, alasan pusat batal

Pemkab Kembali An

Pemerintah pusat urung mengambil alih opera-

engwi, Badung tahun ini.

Padahal, sesuai UU 23 Tahun 2015 tentang Pemer-
intahan Daerah, terminal tipe A akan ditarik per 31

merintah setempat harus

biaya operasional terminal

kan dalam Peraturan Men-
teri’ Perhubungan Nomor
132 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaranan Termi-
nal Penumpang Angkutan
Jalan, yang menyatakan
pengambilalihan baru akan
dilakukan per 31 Desember
2016. Dikatakan, persiapan
pengambilalihan kewenan-
gan Terminal Mengwi pada
akhir tahun ini sebenarnya
sudah tuntas. Persiapan
yang dimaksud meliputi
serah terima personel, pen-
. danaan, sarana dan doku-
men (P3D). “Sebenarnya
semuanya sudah siap, akan
tetapi Menteri Perhubun-
gan kembah mengeluarkan

mengambil alih Termin }4
Mengwi tahun ini ditega; |
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lihan oleh pusat baru akai
dilaksanakan 31 Desembe:
2016,” ujarnya.
Di sisi lain, batalny:
pengamblahhan Termin
Tipe A Mengwi oleh pemeri
tah pusat pada akhir tahur
2015 ini akan terganjal oleh
sikap DPRD Badung yan a
\n
]

terkesan ogah memberik
suntikan dana untuk op-
erasional terminal di Meng-
witani itu. Dewan Badu
justru minta Dinas Per-
hubungan Komunikasi dan
Informasi (Dishubkomi
tetap menyerahkan termin

dibatalkan - red). Dulu k ;
tanya akhir tahun ini, ya. ..

tahun ini,” ungkap Ketu
Komisi IT DPRD Badu
Nyoman Dirga Yusa, Ra
(21/10) kemarin.

Dirga Yusa menegaska

| ki)
penundaan ;pengambllalb
han kewenangan terminal
dari akhir tahun 2015 ke

'~ akhir tahun 2016 ini sangat

berkaitan dengan posting
anggaran. Apalagi, angga-
ran untuk Terminal Mengwi
dari awal memang tidak
disiapkan lagi. Termasuk
di KUA/PPAS anggaran
terminal juga sudah tidak
dipasang lagi. “KUA/PPAS
sudah tidak masuk. Artmya
sesuai aturan mestinya tidak

bisa karena KUA/PPAS kan
sudah ditandatangani,” te-
gasnya.

Dia berpendapat sangat
aneh kalau anggaran termi-
nal harus kembali dipasang
di APBD 2016, sementara
akhir tahun 2016 akan di-
ambil oleh pusat. “Masak
yang begini-begini bisa dibi-
jaksanai, sedangkan hibah
untuk masyarakat tidak ada
kebijaksanaan,” ujarnya.
(kmb27)
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BUPATI Jembrana I' Puti Artha didampingi Wabup Mk
menyerahkan secara simbolis 619 unit bedah rumah di GKB!

Penerima S

Rumah Seg

NEGARA NusaBali

Warga kurang mampu di Kdtjus
paten Jembrana tampak sumtin:
gah setelah mendapat kepastia
menerima bantuan bedah rurhat
dari Pemkab ]embrana Tahw

curkan 619 unit bedah rum:
. kepada keluarga kurang man
Bantuan program bedah rums:

diserahkan secara simbolis ol¢

Bupati Jembrana I Putu Ar
kepada para penerima maupu
perwakilan penerima di Gedu
Kesenian Bung Karno (GKH
Jembrana, Selasa (20/10).

Sebanyak 619 bedah rumiah:
tersebut, terdiri dari bantulan

gahungan Di antarnaya 3

aggaran 'gtges_af?{bﬁ3,37775 th

iar. Bantuan rehabilitasi soi
rumah tidak layak huni un

mringah, Bedah
ra Tereahsam A

£l Pl N

unit bantuan dari Kementenz}

Pekerjaan Umum dan Peruma-
' han Rakyat (PUPR) RI, 200 unit
bantuan dari APBD Jembrana,
dan 96 unit ditambah 1 paket sa-
rana lingkungan dari Rehabilitasi
Sosial Rumah Tidak Layak Huni
‘dan Sarana Prasarana Lingkun-
gan (RSTLH-SPL) Kementerian
Sosial RI.

Kepala Dinas Kesejahter-
aan Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kesosnakertrans)
Jembrana, | Wayan Gorim men-
gatakan, ratusan unit bantuan
bedah rumah mencapai Rp 7
miliar lebih. “Jika dirinci batuan
stimulan perumahan swadaya
sebanyak 32? unit dengan total

96 unit dan 1 paket sarana lig-
kungan degan anggaran sebesar.
Rp 1,10 miliar, serta bantuan

i 184 3 i
sosial bedah rumah APBD ]em-
brana sebesar Rp 3, 4 m)liar
terangnya.

~ Acara penyerahan dxhadlrl
perwakilan Kementerian Sosial
RI, serta Satuan Kerja Kement- -
erian Rumah Swadaya Kement-
erian PUPERA RI, Sumaro, yang
meminta agar bantuan bedah
rumah tepat sasaran. Menangga-

]" NUSABALI/IBDIWANGKARA 3
Kembang Hartawan
mbrana, Selasa (20/}0)

pi permintaan itu, Bupati Artha
yang didampingi Wabup I Made
Kembang Hartawan memastikan
menga[wal program ini. “Saya
pastikan bantuan itu diterima
secara utuh tanpa ada potongan.

Untuk itu penggunaannya tepat
guna dan tepat sasaran,” kata
: Bupau Artha @1 od ‘
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